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ABSTRAK

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang
ada, Pemerintah Kabupaten Tebo di bidang kehutanan perlu mengatur
penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman dalam wilayah kabupaten Tebo;
bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah
Kabupaten Tebo, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo tentang Izin Usaha Hutan Tanaman;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Undang-undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848); Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3294); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3696); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan
dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802); Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 104
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); Keputusan Presiden Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).



CATATAN

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Hutan Tanaman di
Kabupaten Tebo, yang mencakup ketentuan umum, tata cara pemberian izin,
pelaksanaan izin, sanksi, pembinaan dan pengawasan, hapusnya izin, ketentuan
peralihan, hingga ketentuan penutup. Pengaturan ini meliputi persyaratan
permohonan IUHT oleh koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS, kewajiban
penyusunan dokumen lingkungan, rencana kerja, sistem silvikultur, pengenaan
pungutan, serta ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2001.
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